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ABSTRACT 

 

Complaints handling is a part of the public service system to managing public complaints over public services. Media 

Center of Surabaya City Government is a unit under the Office of Communications and Information Technology that 

manage the services in the field of public complaints. During time since it was established, the service received by the 

Surabaya City Government Media Center has increased significantly. This study aims to describe the quality of service 

and determinant factors of quality service in complaints handling in the Media Center of Surabaya City Government. 

This research is qualitative descriptive type. The location of this research is in Media Center of Surabaya City 

Government. The informant technical determination is by purposively. The data collection techniques consist of 

observation, in-depth interviews and the use of written documents. The mechanical examination of the validity of data 

uses triangulation sources. Also the data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion.  The 

results showed that the quality of complaints service has been good overall. The determinant factors of service quality 

showed that the structure of the organization factor, the capability of the apparatus factor, and the service system factor 

are the determinant factors of the complaints handling quality. 
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Pendahuluan 

 

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan 

salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. 

Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara 

kesejahteraan dan juga dapat diartikan sebagai 

pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan (Hardiyansyah, 2011:15). 

 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur 

pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan 

implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah 

dalam pelayanan publik sangat strategis karena akan 

menentukan sejauh mana pemerintah mampu 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 

masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan 

sejauh mana pemerintah dan negara telah menjalankan 

perannya sesuai dengan tujuan pendiriannya 

(Hardiyansyah, 2011:17). Pemerintah ada semata-mata 

untuk melayani masyarakat, hal itu mestinya bersifat 

universal. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun 

pemerintah itu berada semestinya selalu mendudukkan 

tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. 

Di Indonesia, urusan pelayanan publik menjadi 

kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dianggap 

dapat lebih memahami keinginan masyarakat sehingga 

pengambilan keputusan untuk pelayanan publik lebih 

responsif terhadap permintaan masyarakat (Utomo, 

2011:161-167). Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik dalam Pasal 1 yang mengatur 

bahwa :  

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam angka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

administrasi publik.”  

 

Berdasarkan beberapa definisi pelayanan publik 

diatas, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan untuk 

melayani kebutuhan masyarakat. Saat ini fenomena 

buruknya pelayanan publik terjadi di Indonesia,  tidak 

terkecuali di daerah. Itu dibuktikan dengan banyaknya 

laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia 

selama 2014 yang sebagian besar merupakan keluhan 

atas buruknya pelayanan publik pemerintah daerah. Dari 

6.180 laporan yang masuk, 43,7% ialah keluhan terhadap 

Pemerintah Daerah. Menurut Ombudsman Republik 

Indonesia, kondisi seperti itu meneruskan tradisi dari 

tahun-tahun sebelumnya bahwa Pemda selalu menempati 
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peringkat satu terbanyak sebagai pihak terlapor. Masalah 

mengenai buruknya kualitas pelayanan publik di 

Indonesia ditegaskan oleh Danang Girindrawardana, 

Ketua Ombudsman Republik Indonesia : 

“Dari segi kualitas, pelayanan publik kita 

memang bukan yang terburuk di ASEAN. 

Indonesia sedikit lebih baik dari Myanmar, 

Filipina, Laos, dan Kamboja. Namun, kita kalah 

jauh dari Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Di 

tingkat global, pelayanan publik di Indonesia 

berada di peringkat 126 dari 180 negara yang 

diobservasi. Itu jelas bukan prestasi yang layak 

dibanggakan.” 

 

Salah satu yang mendapatkan perhatian karena 

kurang baiknya pelayanan publik yang diberikan adalah 

dari Pemerintah Daerah. Jawa Timur yang beribukota di 

Kota Surabaya pun tidak luput dari sorotan mengenai 

pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. 

Menurut Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa 

Timur, Nuning Rodiyah : 

 

“Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi 

seharusnya menjadi percontohan bagi daerah lain, 

tapi masih ada sejumlah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) berada di zona merah. “Zona 

merah” itu maksudnya yang pelayanannya masih 

buruk dan rawan terjadinya pungli. Akibat 

pelayanan yang buruk itu, masyarakat kemudian 

meremehkan kinerja dari instansi pemerintahan. 

Ini membuat banyak orang ragu karena pelayanan 

yang kurang bagus”   

 

Adanya fakta yang terjadi di lapangan bahwa 

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah 

Kota Surabaya masih belum dapat memuaskan 

masyarakatnya sepenuhnya ini, terlihat dari masih 

banyaknya keluhan masyarakat kota Surabaya yang 

merasa belum puas akan pelayanan publik yang mereka 

dapatkan. Keluhan terhadap pelayanan publik di 

Pemerintah Kota Surabaya memang menempati urutan 

teratas versi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

Perwakilan Jawa Timur. Meski demikian, memang 

hampir seluruhnya bisa segera diselesaikan setiap 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Berikut data 

Tabel 1 yang menggambarkan jumlah keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan publik kota Surabaya 

yang diterbitkan Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Timur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

 Data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Timur Tentang Jumlah Keluhan Pelayanan 

Publik Kota Surabaya Tahun 2012,2013, dan 2014 

 

Tahun 
Total 

Keluhan 

Jumlah 

Keluhan Untuk 

Kota Surabaya 

Persentase 

2012 194 82 42,26% 

2013 270 114 42,22% 

2014 336 156 46,42% 

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Jawa Timur, data diolah 

 

Selain itu, data menurut Komisi Pelayanan 

Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur menggambarkan 

jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik 

Kota Surabaya cukup banyak dari tahun 2012 hingga 

tahun 2014 pada tabel 2  

 

Tabel 2 

Data Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur 

Tentang Jumlah Keluhan Pelayanan Publik Kota 

Surabaya Tahun 2012,2013, dan 2014 

 

Tahun 
Total 

Keluhan 

Jumlah Keluhan 

Untuk Kota 

Surabaya 

Persentase 

2012 207 88 42,51% 

2013 802 627 78,17% 

2014 503 259 48,87% 

Sumber : Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, data 

diolah 

 

Dari data-data yang telah disebutkan diatas, 

diketahui bahwa masih cukup banyak jumlah keluhan 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang 

disediakan pemerintah Kota Surabaya, yang masuk ke 

berbagai lembaga pemerintah yang menyoroti 

pelayanan publik. Proses dalam sebuah pemerintahan 

tak dapat dilepaskan dari masyarakat, yakni partisipasi 

yang merupakan perwujudan dari berubahnya 

paradigma mengenai peran masyarakat dalam 

pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima 

manfaat atau objek belaka, subjek yang mempunyai 

porsi penting. Ini berarti partisipasi masyarakat yang 

berupa keluhan sekalipun sangat berarti dalam 

pembangunan suatu kota, karena berawal dari keluhan 

masyarakat inilah, pemerintah kota dapat mengetahui 

apa-apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. 

 

Dari banyaknya keluhan yang disampaikan 

tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih banyak 

pula pelayanan publik tidak sesuai dengan tatanan 

kehidupan dan tuntutan masyarakat Kota Surabaya. 

Permasalahan seperti inilah yang harus segera diakhiri, 

jika tidak kekecewaan atas ketidakpuasan masyarakat 

ini akan menjadi sesuatu hal yang buruk bagi 
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pemerintah daerah. Bentuk kekecewaan masyarakat 

merupakan bukti betapa rendahnya respon pemerintah 

terhadap pelayanan publik. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Sad Dian Utomo yang menyatakan 

bahwa : 

 

“Yang menjadi permasalahan dalam pelayanan 

publik di Indonesia ini adalah rendahnya respon 

pemerintah terhadap keluhan dari masyarakat 

yang mengakibatkan munculnya sikap skeptis 

dari masyarakat.” (Utomo, 2011:161-167)  

 

Penting bagi pemerintah untuk cara guna 

meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya bisa 

dilakukan dengan meningkatkan respon pelayanan 

terhadap keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat 

mempunyai sisi positif dan negatif bagi lembaga 

penyedia pelayanan. Dari sisi positif, keluhan akan 

membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas 

pelayanan. Dan juga pemerintah dapat melakukan 

check and balance melalui keluhan yang diterima. 

Sedangkan sisi negatifnya, keluhan akan merupakan 

bentuk ketidakpuasan yang berakibat pada menurunnya 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

sebagai penyedia layanan publik.  

 

Pada prinsipnya, penanganan keluhan 

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah 

diupayakan untuk memudahkan masyarakat yang akan 

menyampaikan keluhannya, antara lain dengan 

menyediakan layanan hotline, faksimili dan situs 

website sebagai sarana mempermudah keluhan 

masyarakat.  

 

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan 

yang dinamis dengan beragam masyarakat serta 

kepentingannya. Dengan beragamnya kepentingan 

maka beragan pula pelayanan publik yang digunakan 

oleh masyarakat. Namun tidak selamanya semua 

pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat 

memuaskan. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa 

ketidakpuasan masyrakat Kota Surabaya terkait 

pelayanan publik. Masyarakat yang selalu berkembang 

dan makin kritis terhadap pelayanan publik yang 

diterima memerlukan adanya akses komunikasi dalam 

menjembatani setiap keluhan mengenai Kota Surabaya.  

 

Saat ini Kota Surabaya menerapkan prinsip e-

government dalam mengelola pemerintahan dan 

menjalankan pelyanan publiknya. Diantara beragam 

bentuk e-government yang ada, ada salah satu jenis e-

government untuk pelayanan masyarakat yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni penanganan 

keluhan yang dikelola secara elektronik bagi 

masyarakat. Sarana tersebut dibuat demi 

mengakomodasi kepentingan masyarakat yang hendak 

menyampaikan keluhan hal-hal yang berkaitan dengan 

layanan publik maupun pemerintahan Kota Surabaya. 

Penanganan keluhan yang dikelola secara elektronik 

dibentuk agar masyarakat dapat mengkomunikasikan 

keluhannya langsung kepada Pemerintah Kota 

Surabaya, dan informasi maupun respon yang diterima 

cepat dan akurat juga sebagai bukti transparansi 

informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. 

Salah satu bidang, yakni bidang pada 

Dinkominfo Kota Surabaya adalah Bidang Sarana 

Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang 

mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan teknis 

sesuai bidangnya, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 

pemberdayaan komunikasi sosial skala kota, 

pelaksanaan diseminasi informasi nasional, dan 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan 

kemitraan media skala kota. Di bidang inilah yang 

mengelola dan membawahi Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya, dan Media Center Pemerintah Kota 

Surabaya ini yang merupakan unit yang bertugas dalam 

penanganan keluhan masyarakat kota Surabaya. 

Media Center Pemerintah Kota Surabaya 

didirikan pada tanggal 28 November 2011, yang 

merupakan program nasional pemerintah Republik 

Indonesia yang digagas oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika Republik Indonesia. Sejak tahun 2009, 

sudah dibangun Media Center di 30 Provinsi dan 75 

Kabupaten atau Kota. Dasar hukum yang digunakan 

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Media Center Pemerintah Kota Surabaya memiliki 

Standar Operasional Prorsedur (SOP) untuk selalu 

merespon setiap keluhan masyarakat dengan cepat dan 

tepat.  

 

Hal tersebut berangkat dari Surat Keputusan 

Walikota Surabaya No.188.45/54/436.1.2/2013 

mengeni Tim Penanganan keluhan/Pengaduan 

Masyarakat (TPKPM) merupakan tim yang dibentuk 

berdasarkan  Surat Keputusan Walikota Surabaya 

untuk menjadi perwakilan dari tiap SKPD dalam 

menangani keluhan masyarakat yang ada. Surat 

Keputusan Walikota mendorong Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan 

percepatan proses pelayanan publik karena telah 

terintegrasi langsung dengan anggota TPKPM di setiap 

SKPD.  

Keluhan dari masyarakat yang masuk ke 

Media Center diproses dan diteruskan ke tim 

penanganan keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti, 

setelah Media Center mendapat jawaban atau 

konfirmasi dari SKPD, Media Center akan 

menginformasikannya ke masyarakat yang semula 

mengajukan sehingga setiap keluhan masyarakat dapat 

langsung direspon maksimal dalam waktu 1x24 jam. 

Sudah 4 tahun sejak berdirinya Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya dan banyak masyarakat 

kota Surabaya telah menggunakan Media Center 

sebagai sarana penyampaian keluhannya terhadap 

pelayanan publik pemerintah. Dapat dilihat pada 

diagram grafik 1 berikut adalah grafik peningkatan 

jumlah keluhan tiap tahunnya di Media Center  
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Grafik 1 

 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Surabaya, data diolah. 

 

Kemudian pada tabel 3 menunjukkan kinerja Media 

Center dalam kurun waktu 4 tahun terakhir : 

 

Tabel 3 

 

Persentase Keluhan Masyarakat yang Diselesaikan 

Melalui Media Center Pemerintah Kota Surabaya 

Periode Tahun 2011 Hingga Tahun 2014 

Tahun 
Jumlah 

Keluhan 
Diselesaikan 

Persentase 

Penyelesaian 

2011 698 698 100% 

2012 2.717 2.717 100% 

2013 4.176 4.176 100% 

2014 4.298 4.298 100% 

Jumlah 11.889 11.889 100% 

Sumber  : 

http://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=29, data 

diolah 

 

Dari data-data yang disebutkan sebelumnya, 

dengan terus meningkatnya jumlah keluhan yang 

masuk ke Media Center tiap tahunnya hal ini 

mengindikasikan masyarakat yang semakin kritis 

mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah Kota Surabaya. Tentu hal ini juga harus 

dibarengi dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Media Center dalam melayani keluhan 

masyarakat, agar masyarakat yang sudah merasa 

kecewa dengan pelayanan publik sebelumnya dapat 

merasa terbantu dengan mereka memilih 

menyampaikan melalu Media Center. 

 

Dilihat dari latar belakang permasalahan 

tersebut, peneliti mencoba meneliti bagaimana kualitas 

pelayanan dan faktor-faktor determinan kualitas 

penanganan keluhan di Media Center Pemerintah Kota 

Surabaya. Alasan pemilihan lokus penelitian di Media 

Center Pemerintah Kota Surabaya ini karena Media 

Center merupakan unit kerja resmi Pemerintah Kota 

Surabaya dibawah Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kota Surabaya yang mempunyai fungsi untuk 

menampung keluhan masyarakat kota untuk kemudian 

diintegrasikan dengan instansi-instansi Pemerintah 

Kota Surabaya yang terkait. 

 

Permasalahan yang ingin dijawab dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan 

dalam penanganan keluhan serta faktor-faktor 

determinan  kualitas pelayanan dalam penanganan 

keluhan di Media Center Pemerintah Kota Surabaya. 

Tujuan Penelitian ini ialah mengetahui bagaimana 

kualitas pelayanan dalam penanganan keluhan serta 

faktor-faktor determinan  kualitas pelayanan dalam 

penanganan keluhan di Media Center Pemerintah Kota 

Surabaya. 

 

Pelayanan Publik 

 

 Pelayanan publik adalah suatu tindakan 

pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh 

pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada 

publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui 

kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Pelayanan 

publik dapat diartikan pemberian layanan atau 

melayani keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan (Saleh, 2010:23-24). Pengertian lain 

dikemukakan oleh Ratminto dan Atik yang 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk 

jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik 

Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto 

dan Atik, 2007:5).  

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayananan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pelayanan Publik Secara Nasional, menjabarkan 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dasar pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan adminstratif yang diselenggarakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

 

Penanganan Keluhan  
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Keluhan merupakan wujud ketidakpuasan dari 

masyarakat atas beragam aspek-aspek yang disediakan 

oleh organisasi. Keluhan pada pelayanan publik 

merupakan ekspresi perasaan ketidakpuasan atas 

standar pelayanan, tindakan atau tiadanya tindakan 

aparat pelayanan yang berpengaruh kepada 

masyarakat. Keluhan adalah ungkapan publik yang bisa 

timbul karena adanya ketidakpuasan publik atas suatu 

produk pelayanan. Namun tidak setiap ketidakpuasan 

akan diungkapan dengan keluhan. Masyarakat akan 

mengungkapkan keluhan apabila merasa keluhan yang 

disampaikan mendapat tanggapan positif dan tidak 

menyita waktu dan biaya. Sebaliknya bila penanganan 

keluhan tidak praktis, masyarakat akan lebih memilih 

untuk tidak mengungkapkan keluhannya (Saleh, 

2010:156). 

 

Penanganan keluhan adalah suatu bagian dari 

sistem pelayanan publik untuk memfasilitasi, 

mengakomodasi, dan mengelola keluhan masyarakat 

atas pelayanan publik yang diterimanya. Dengan 

adanya penanganan keluhan pada suatu pelayanan 

publik, respons keluhan dapat dikelola dengan baik dan 

transparan oleh institusi pelayanan publik. Penanganan 

keluhan juga merupakan sarana partisipasi publik, 

dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses 

pembuatan keputusan-keputusan, pengawasan, dan 

evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dari sisi masyarakat, penanganan keluhan diperlukan 

terutama untuk mengakomodasi kepentingan 

konsumen pada wilayah pelayanan publik. Sementara 

dari sisi penyelenggara pelayanan publik, penanganan 

keluhan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan 

publik dan untuk meningkatkan legitimasi institusi 

penyelenggaraan pelayanan publik di mata masyarakat 

(Sukarwo, Wijoyo, dkk, 2006:93).  
 

Mekanisme penanganan keluhan adalah sebuah 

cara untuk memproses sebuah keluhan/pengaduan dari 

masyarakat. Menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan 

Pelayanan Publik Secara Nasional mekanisme 

pengelolaan pengaduan publik secara nasional adalah : 

 

A. Penerimaan Pengaduan 

 

1. Umum:  

a. Penyelenggara wajib menerima pengaduan sesuai 

dengan kebijakan “no wrong door policy”. 

 

b. Penerimaan Pengaduan meliputi:  

1) Pengaduan secara langsung kepada 

Penyelenggara, yaitu pengaduan yang 

disampaikan secara lisan;  

2) Pengaduan secara tidak langsung kepada 

Penyelenggara, yaitu melalui: a) kotak 

pengaduan,  

b) surat,  

c) teknologi informasi, seperti: telepon, 

faksimili, website, surat elektronik (e-mail), 

media penyiaran, layanan pesan singkat 

(SMS/Short Message Service), atau jejaring 

sosial dan sejenisnya.  

 

2. Prosedur Penerimaan Pengaduan Langsung kepada 

Penyelenggara. 

 

3. Prosedur Penerimaan Pengaduan Tidak Langsung 

kepada Penyelenggara  

 

B. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik 

1. Penyelenggara yang berwenang 

bertanggungjawab atas penyelesaian 

pengaduan.  

 

2. Penyelesaian atau solusi yang diambil harus 

memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat 

dicapai, dan realistis.  

 

3. Solusi dapat berupa penyelesaian 

pengaduan dan/atau rencana perbaikan 

pelayanan.  

 

4. Solusi tersebut menjadi bagian perbaikan 

kinerja pelayanan penyelenggara.  

 

5. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan 

informasi yang bersifat pribadi, dan menurut 

derajatnya merupakan rahasia negara/jabatan 

sesuai dengan perundang-undangan.  

 

6. Pengelola pengaduan wajib memberikan 

akses kepada masyaraka 

untuk melihat status penyelesaian 

pengaduannya.  

 

7. Penyampaian penyelesaian pengaduan 

kepada pengadu paling lama 60 hari kalender 

sejak penyelesaian pengaduan.  

 

C. Pengarsipan Pengaduan 

 

 

Kualitas Pelayanan 

 

Kualitas pelayanan publik menurut Ibrahim adalah 

kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian 

pelayanan publik tersebut (Ibrahim, 2008:222).  

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

masyarakat. Kualitas pelayanan menurut Stanton dalam 

Saleh adalah tingkat baik buruknya kegiatan yang 

dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang 
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hakekatnya bersifat (intangible), yang merupakan 

pemenuhan kebutuhan (Saleh, 2010:100). 

 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas 

pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, 

memang tidak bisa dihindari bahkan menjadi tolok 

ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari 

kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik 

(Hardiyansyah, 2011:42). 

 

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dimensi-

dimensi dalam kualitas pelayanan publik yang 

digunakan mengambil teori dari Parasuraman, yakni : 

1. Tangible (Bukti Fisik), ketampakan fasilitas-

fasilitas fisik, peralatan bagi personel, dan alat 

komunikasi; 

2. Reliability (Kehandalan), kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang telah 

dijanjikan secara akurat; 

3. Responsiveness (Daya Tanggap), kemauan 

untuk menolong masyarakat dan menyediakan 

pelayanan secara layak; 

4. Assurance (Jaminan), pengetahuan dan 

keramahan petugas pelayanan dan 

kemampuan mereka dalam memberikan 

kepercayaan pada masyarakat; 

5. Empathy (Empati), perlakuan atau perhatian 

pribadi yang diberikan oleh pemberi 

pelayanan kepada masyarakat (Parasuraman 

dalam Krishna, 2010:231).  

 

Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan 

Dalam Penanganan Keluhan 

 

Faktor-faktor determinan kualitas pelayanan dalam 

penanganan keluhan adalah beberapa faktor yang 

menentukan pada terselenggaranya sebuah pelayanan 

publik, yang dalam penelitian ini adalah penanganan 

keluhan di Media Center Pemerintah Kota Surabaya. 

Menurut Saleh, faktor determinan dalam keberhasilan 

penanganan keluhan antara lain : 

1. Personal factors, yaitu faktor keahlian, 

rasa percaya diri, motivasi, dan komitmen 

masing masing aparat pelayanan. 

2. Leadership factors, yaitu faktor kualitas 

dorongan, bimbingan, dan dukungan yang 

diberikan oleh atasan dan pimpinan tim. 

3. Team factors, yaitu faktor kualitas 

dukungan dari seluruh anggota tim 

pelayanan. 

4. System factors yaitu faktor sistem kerja 

yang handal dan fasilitas yang memadai 

yang disediakan oleh organisasi 

pelayanan. 

5. Contextual (situational) factors, yaitu 

situasi dan kondisi lingkungan baik 

internal maupun eksternal (Saleh, 

2010:160). 

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, peneliti 

mengambil kesimpulan dengan mengelaborasi 

pendapat Saleh serta menyederhanakannya dengan 

menggunakan teori dari Kristiadi mengenai faktor-

faktor determinan kualitas pelayanan dalam 

penanganan keluhan, dan juga menggunakan indikator-

indikator untuk mengetahui faktor-faktor determinan 

tersebut yakni : 

 

1. Struktur Organisasi  

a. Pembagian Tugas dan Fungsi 

b. Koordinasi Antar Instansi 

c. Hubungan  Kerja Antara Atasan dan Bawahan 

2. Kemampuan Aparatur 

a. Pendidikan Aparatur 

b. Intensitas Pelatihan Aparatur 

c. Konsistensi Sikap Bekerja Aparatur 

d. Keahlian Berkomunikasi 

e. Hambatan Penguasaan Teknologi Alat Kerja 

3. Sistem Pelayanan 

a. Kemudahan Akses Pelayanan 

b. Kejelasan Biaya Pelayanan 

c. Kepastian Waktu Pelayanan 

d. Kelengkapan Sarana dan Prasarana 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Media 

Center Pemerintah Kota Surabaya. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive yakni informan 

yang dianggap paling mengetahui tentang permaslahan 

dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi di lapangan, wawancara 

mendalam dan pemanfaatan dokumen tertulis. 

Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan 

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Dan 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

 

 

Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah Kota Surabaya 

 
1. Tangible (Bukti Fisik) 

 

Salah satu aspek dalam penilaian kualitas 

pelayanan adalah tangible atau bukti fisikyang dapat 

diartikan sebagai tampilan fasilitas-fasilitas fisik yang 

terlihat, peralatan bagi personel, dan alat komunikasi. 

Tangible diartikan sebagai kemampuan instansi dalam 

menunjukkan eksistensinya atau kemampuannya ketika 

berhadapan langsung dengan masyarakat. 
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Indikator Kondisi Empirik 

Tampilan Pra 

Sarana 
Pelayanan 

Tempatnya yang berada ditengah kota, 

namun masih menumpang bangunan 

utamanya dengan kantor bagian humas, 
bukan milik Media Center, ruangan 

kantornya sudah nyaman dan berpendingin 

udara namun ukuran kantornya yang kecil 
hanya cukup untuk melayani sekitar 3 

orang masyarakat saja. 

Tampilan 

Sarana 

Pelayanan 

Tampilan sarana pelayanannya lengkap, 
dari alat kerja seperti telepon, handphone, 

hotline, laptop, meja, kursi, printer, 

dispenser, brosur informasi mengenai 
Media Center, pendingin udara, sambungan 

internet, server data yang berkapasitas besar 

dan peralatan lain yang sudah terpenuhi 
dengan baik. 

Kecanggihan 
Peralatan 

Pelayanan 

Tampilan kecanggihan peralatan pelayanan 

di Media Center sudah canggih, hal ini 
terlihat dari laptop, handphone, telepon, 

faksimili, dan internet serta server data 

yang modern. 

 

2. Reliability (Kehandalan) 

Reliability (kehandalan) merupakan 

kemampuan penyedia jasa pelayanan publik untuk 

menyelenggarakan pelayanan yang telah dijanjikan 

secara akurat. Hal ini berarti Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya memberikan jasanya secara tepat 

semenjak pertama masyarakat menyampaikan keluhan 

hingga keluhan selesai ditangani. 

 

Indikator Kondisi Empiris 

Kemampuan 
Aparatur Pelayanan 

Kemampuan aparaturnya sudah baik dalam 

melayani masyarakat dapat dilihat dari cara 

kerja profesionalnya. 

Kemampuan 

Aparatur 
Mengoperasikan 

Teknologi Alat 

Kerja 

Aparatur sudah cekatan dalam 

mengopersikan peralatan sperti laptop 

telepon, handphone dll. Menguasai teknologi 
yang ada di Media Center 

Pelayanan Sesuai 

SOP Oleh Aparatur 

Aparatur sudah melayani dengan pedoman 

SOP yakni harus bersikap senyum sapa 

salam pada masyarakat dan memproses 
keluhan sesuai dengan alurnya. 

 

 
3. Responsiveness (Ketanggapan) 

 

Responsiveness (adalah kemauan aparatur 

pelayanan untuk membantu masyarakat dan 

menyediakan pelayanan secara layak. Ketanggapan 

dapat berarti respon atau kesigapan aparatur dalam 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat. 

 

 

Indikator Kondisi Empiris 

Ketanggapan 
Aparatur 

Pelayanan 

Sikap tanggap aparatur Media Center sudah tanggap, 

hal tersebut dapat dilihat dari sikap tanggap yang 
ditunjukkan dalam menyambut, mendengarkan 

keluhan kemudian menanyakan apa bagaimana 

dimana dan mengapa tentang keluhan tersebut agar 
jelas maksud dan tujuan disampaikan keluhan 

tersebut. Setelah keluhan diketahui maka aparatur 

akan segera memproses keluhan tersebut. 

Kecepatan 

Pemrosesan 

Keluhan 

Kecepatan untuk memproses data keluhan dari 

masyarakat untuk segera diintegrasikan apada 

instansi atau SKPD yang terkait dengan keluhan 

tersebut sudah cepat. Hal ini terlihat dari cara 

menerima dan mendata keluhan tersebut secara 

resmi, lalu setelah dicatat lalu diteruskan atau 
diintegrasikan ke pihak instansi terkait untuk 

diberitahukan keluhan masyarakat tersebut yang 

untuk segera ditangani lebih lanjut, serta menerima 
kembali jawaban atau respon pihak pihak instansi 

tersebut untuk diteruskan ke masyarakat yang 

menyampaikan keluhan. 

Informasi yang 

Diberikan 

Aparatur 

Informasi yang diberikan sudah cukup lengkap, 

seperti usaha menyebarkan informasi keberadaan 

Media Center sebagai sarana keluhan masyarakat 
baik secara langsung melalui acara Pertunjukan 

Rakyat Pemerintah Kota Surabaya atau sosialisasi ke 

masyarakat di kecamatan maupun kelurahan.  

 

 

4. Assurance (Jaminan) 

 

Assurance merupakan jaminan atas 

penyelenggaraan pelayanan, pengetahuan, komitmen 

atas penyelesaian keluhan pelayanan serta kemampuan 

mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat 

atas pelayanan yang mereka berikan. 
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8 Kondisi Empiris 

Jaminan Keterjangkauan 

Lokasi Pelayanan 

Lokasi Media Center memang strategis 

ditengah kota dan dipinggir jalan 

bangunannya, namuan posisi ruangan kantor 

Media Center yang masuk kedalam dan 

ketiadaan papan nama Media Center di luar 

menyebabkan masyarakat yang ingin datang 

langsung kesulitan. 

Jaminan Pendidikan 

Aparatur 

Aparatur Media Center semunya sudah 

mempunyai bekal pendidikan yang 

mencukupi. Mulai dari atasan hingga 

bawahan semuanya berbekal pendidikan 

sarjana. 

Jaminan Pelatihan Yang 

Diterima  Aparatur 

Aparatur Media Center telah menerima 

banyak pelatihan mengenai beragam ilmu 

mulai dari cara berkomunikasi, cara 

melayani masyarakat, bahasa, IT, menulis, 

dan lain-lain. 

Jaminan Respon Keluhan 

Sesuai Kepastian Waktu 

Pelayanan 

Aparatur Media Center sudah memberikan 

respon kepada masyarakat sesuai dengan 

kepastian waktu pelayanan yakni 1x24 jam. 

Bagi masyarakat yang datang langsung akan 

diberitahu bahwa keluhannya akan segera 

dikoordinasikan dengan instansi terkait dan 

hasilnya akan diberitahu dengan dihubungi 

kembali. 

Jaminan Jaminan Tindak 

Lanjut Keluhan Oleh 

Instansi / Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Terkait 

Keluhan yang diteruskan Media Center ke 

instansi terkait keluhan sudah ditindaklanjuti 

oleh SKPD tersebut, seperti merespon ke 

Media Center untuk disampaikan pada 

masyarakat bahwa  keluhan tersebut bahwa 

akan dibentuk tim untuk meninjau keluhan 

tersebut dilapangan. 

Jaminan Biaya Pelayanan 

Setiap Penanganan Keluhan di Media 

Center, masyarakat tidak dipungut biaya 

apapun. 

 

5. Empathy (Empati) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

empati adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang 

diberikan oleh pemberi pelayanan kepada masyarakat. 

 

Indikator Kondisi Empiris 

Kemauan Aparatur 

Membantu 

Masyarakat 

Aparatur Media Center memiliki kemauan 

dari hati untuk membantu keluhan 
masyarakat agar dapat diselesaikan dengan 

baik. 

Keramahan Dan 

Kesopanan Aparatur 

Aparatur selama bekerja melayani 

masyarakat bersikap ramah dan sopan, hal 

ini membuat masyarakat yang 
menyampaikan keluhan menjadi nyaman. 

 

 

Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan 

Dalam Penanganan Keluhan Di Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya 

 

1. Faktor Struktur Organisasi 

 

S.Reksohadiprodjo dan T.H.Handoko 

(Ruhana, 2012:4) berpendapat bahwa struktur 

organisasi merupakan suatu kerangka yang 

menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan 

organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan 

tanggung jawabnya. Oleh karena itu struktur organisasi 

yang demikian akan berpengaruh positif terhadap 

pencapaian kualitas pelayanan. Akan tetapi, apabila 

struktur organisasi tidak disusun dengan baik, maka 

akan dapat menghambat kualitas pelayanan publik 

yang baik. 

 

Indikator 

Gambaran 

Ideal 

Teoritik 

Kondisi Empiris 

Pembagian 
Tugas Dan 

Fungsi 

Aparatur 

Menentukan 

Kualitas 

Menurut para informan, 

pembagian tugas dan fungsi 

aparatur menentukan kualitas 
Penanganan Keluhan di 

Media Center 

Koordinasi 
Antar 

Instansi 

Menentukan 

Kualitas 

Menurut para informan, 

koordinasi antar instansi 
menentukan kualitas 

Penanganan Keluhan di 

Media Center. 

Hubungan 
Kerja Antara 

Atasan dan 

Bawahan 

Menentukan 

Kualitas 

Menurut para informan, 

hubungan kerja antara atasan 

dan bawahan menentukan 
kualitas Penanganan Keluhan 

di Media Center. 

 

 

2. Faktor Kemampuan Aparatur 

 

Dalam organisasi pemerintahan, sumber daya 

manusia yang sering disebut sebagai aparatur 

merupakan pegawai yang melaksanakan tugas-tugas 

kelembagaan. Pegawai sebagai sumber daya manusia 

merupakan tenaga atau kekuatan manusia. Aparatur 

merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan 

publik, karena aparatur atau sumber daya manusia yang 

bekerja di organisasi publik merupakan elemen yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat. 

 

Indikator 

Gambaran 

Ideal 

Teoritik 

Kondisi Empiris 

Pendidikan 

Aparatur 

Menentukan 
Kualitas 

Pelayanan 

Menurut para informan, 
pendidikan aparatur 

menentukan kualitas 

Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya 

Pelatihan 
Yang Diterima 

Aparatur 

Menentukan 
Kualitas 

Pelayanan 

Menurut para informan, 
pelatihan yang diterima 

aparatur menentukan kualitas 

Penanganan Keluhan di 
Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya 

Konsistensi 

Sikap Bekerja 

Menentukan 

Kualitas 
Pelayanan 

Menurut para informan, 

konsistensi sikap bekerja 
aparatur menentukan kualitas 

Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 
Kota Surabaya 

Kemampuan 

Berkomunikasi 
Aparatur 

Menentukan 

Kualitas 
Pelayanan 

Menurut para informan, 

kemampuan berkomunikasi 
aparatur menentukan kualitas 

Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 
Kota Surabaya 
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Hambatan 
Penguasaan 

Teknologi Alat 

Kerja 

Menentukan 

Kualitas 
Pelayanan 

Menurut para informan, 
hambatan penguasaan 

teknologi alat kerja oleh 

aparatur menentukan kualitas 
Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya 

 

 

3. Faktor Sistem Pelayanan 

 

Sistem pelayanan dalam penelitian ini adalah 

kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan 

yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu 

sistem pelayanan jika terganggu, maka akan 

menganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. 

 

 

Indikator 
Gambaran 

Ideal Teoritik 
Kondisi Empiris 

Kemudahan 

Pelayanan 

Menentukan 

Kualitas 
Pelayanan 

Menurut para informan, 
kemudahan menentukan 

kualitas Penanganan 
Keluhan di Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya 

Kejelasan 

Biaya 

Pelayanan 

Menentukan 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut para informan, 

kejelasan biaya pelayanan 

tidak menentukan kualitas 
Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 
Kota Surabaya 

Kepastian 

Waktu 

Pelayanan 

Menentukan 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut para informan, 

kepastian waktu pelayanan 

menentukan kualitas 
Penanganan Keluhan di 

Media Center Pemerintah 

Kota Surabaya 

Kelengkapan 

Sarana dan 

Prasana 

Menentukan 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut para informan, 

kelengkapan sarana dan 

prasarana menentukan 
kualitas Penanganan 

Keluhan di Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan penyajian serta analisis dan 

interpretasi data, hasil penelitian mengenai kualitas 

pelayanan dan  dan faktor-faktor determinan kualitas 

pelayanan dalam penanganan keluhan di Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

 

Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Keluhan Di 

Media Center Pemerintah Kota Surabaya  

 

1. Tangible  

Dalam dimensi tangible, indikator prasarana 

pelayanan yang dinilai masih belum baik dan 

belum representatif karena dari bangunannya yang 

masih menumpang pada bangunan kantor yang 

artinya belum memiliki gedung sendiri serta 

ruangan kantornya yang terletak masuk ke dalam 

gedung dan sulit terlihat dari luar bahwa lokasi 

keberadaan kantor Media Center ada disitu, tidak 

adanya papan nama penunjuk Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya yang terpasang diluar 

menghadap jalan raya sehingga membuat 

masyarakat kebingungan bagi yang ingin 

menyampaikan keluhan dengan bertatap muka. 

Dari sarana pelayanan dinilai sudah baik karena 

kelengkapan sarana dan terawatnya peralatan 

pelayanan juga kerapihan ruangannya, hal ini 

membuat masyarakat yang datang langsung 

menyampaikan keluhan merasa nyaman. Serta 

kecanggihan peralatan pelayanan yang dinilai baik 

karena alat-alat penunjang pelayanan dinilai 

modern dan mencukupi untuk melayani.  

 

2. Reliability 

Dalam dimensi reliability, kesemua 

indikatornyanya sudah menunjukkan kualitas yang 

baik karena semua aparaturnya telah melayani 

masyarakat dengan baik dan handal dalam 

menangani keluhan, cakap dan cekatan dalam 

mengoperasikan teknologi alat kerja yang ada, 

sebagai sarana pelayanan serta telah menjalankan 

prosedur pelayanan keluhan sesuai SOP dan juga 

mengutamakan prinsip senyum sapa salam pada 

masyarakat. 

 

3. Responsiveness 

Dalam dimensi responsiveness, aparatur 

Media Center telah berupaya bersikap tanggap 

pada keluhan masyarakat, memproses keluhan 

secepat mungkin untuk diintegrasikan dengan 

pihak instansi pemerintah terkait, serta  aparatur 

telah berupaya selalu memberikan informasi pada 

masyarakat baik mengenai keluhan yang 

disampaikan maupun informasi-informasi lain. 

 

4. Assurance  

Dalam dimensi didapatkan hasil kesimpulan 

bahwa kesemuanya sudah baik kecuali untuk 

keterjangkauan lokasi Media Center yang masih 

dianggap belum baik karena sulit dijangkau karena 

tempatnya yang tidak terlihat dari jalan raya dan 

tidak ada penunjuk bahwa tempat tersebut adalah 

Media Center sehingga masyarakat yang ingin 

datang menyampaikan keluhan merasa sulit dalam 

menemukan. Untuk indicator yang lain dinilai 

pendidikan aparaturnya sudah mencukupi untuk 

bekerja melayani masyarakat, pelatihan yang 

diterima sudah intens, kemudian Media Center 

telah merespon keluhan sesuai kepastian waktu 

pelayanan yakni 1x24 jam, pihak instansi terkait 

keluhan juga selalu menindaklanjuti keluhan yang 

diteruskan Media Center dari masyarakat dengan 

selalu memberikan jawaban atas keluhan tersebut 

pada Media Center kembali, serta biaya pelayanan 

yang tidak dikenakan pada masyarakat atau gratis. 

 

5. Empathy 

Dalam dimensi empathy didapatkan hasil 

kesimpulanbahwa kesemuanya sudah baik. 

Aparatur terlihat memiliki kemauan yang baik 
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untuk sepenuh hati melayani keluhan masyarakat 

dari mulai mendengarkan keluhan hingga 

memproses datanya untuk segera diintegrasikan 

dengan pihak-pihak terkait. Dan juga aparatur 

Media Center sudah berusaha untuk menunjukkan 

sikap ramah dan sopan tanpa dibuat-buat pada 

masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat 

merasa dihargai dan nyaman saat menyampaikan 

keluhan pada Media Center. 

 

 

Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan 

Dalam Penanganan Keluhan Di Media Center 

Pemerintah Kota Surabaya  

 

1. Faktor Struktur Organisasi 

Determinasi faktor struktur organisasi 

penilaiannya diwakili oleh indikator-indikator 

pembagian tugas dan fungsi aparatur, koordinasi 

antar instansi, serta hubungan kerja antara atasan 

bawahan. Kesemuanya dinilai sebagai faktor yang 

mentukan dalam kualitas pelayanan keluhan 

karena faktor struktur organisasi merupakan dasar 

internal terbentuknya kualitas pelayanan yang 

baik, apabila unsur-unsur dari dalamnya baik maka 

hasil keluarannya pun juga baik. 

 

2. Faktor Kemampuan Aparatur  

Determinasi faktor kemampuan aparatur 

penilaiannya diwakili oleh indikator-indikator 

pendidikan yang dimiliki aparatur, intensitas 

pelatihan aparatur, konsistensi sikap bekerja, 

kemampuan berkomunikasi, serta hambatan 

penguasaan teknologi alat kerja. Dari semua 

indikator penilaian informan menunjukkan hasil 

bahwa kesemua indikator tersebut menentukan 

kualitas pelayanan yang diberikan, terutama 

indikator intensitas pelatihan aparatur yang dinilai 

sangat menentukan kualitas pelayanan apabila 

terus menerus dilakukan pelatihan. 

 

3. Faktor Sistem Pelayanan 

Determinasi faktor sistem pelayanan 

penilaiannya diwakili oleh kemudahan pelayanan, 

kejelasan biaya pelayanan, kepastian waktu 

pelayanan, dan kelengkapan sarana prasarana 

pelayanan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kesemua faktor tersebut menentukan 

kualitas pelayanan kecuali pada indikator biaya 

pelayanan yang dinilai para informan bukan faktor 

penentu kualitas pelayanan, karena meskipun ada 

atatu tidak biaya pelayanan yang dipungut dari 

masyarakat memang seharusnya pelayanan yang 

diberikan bias berkualitas dan maksimal. 

 

Saran 

 

1. Dilakukan upaya untuk mencarikan tempat 

atau merelokasi kantor Media Center 

ketempat yang lebih representatif, terlihat dari 

jalan raya, dan mudah untuk dijangkau 

masyarakat serta selalu meningkatkan 

kecanggihan peralatannya. 

2. Dilakukan upaya untuk  selalu memberikan 

informasi-informasi terbaru pada masyarakat. 

3. Dilakukan upaya lebih memudahkan 

masyarakat dalam menjangkau lokasi 

pelayanan meskipun belum dicarikan kantor 

baru, tetapi setidaknya memasang petujuk 

papan nama Media Center diluar banguan 

agar terlihat oleh masyarakat dan juga 

menjaga konsistensi yang sudah baik dari 

indikator lain. 

4. Dilakukan upaya untuk membuat pembagian 

tugas pada aparturnya terutama pada bagian 

operator Media Center siapa mengerjakan apa 

agar lebih sistematis dan jelas apa yang harus 

dikerjakan, kemudian meningkatkan 

koordinasi dengan instansi lain dengan sering 

mengadakan pertemuan guna membahas 

keluhan masyarakat, serta menjaga hubungan 

kerja yang baik anatara atasan dan bawahan. 

5. Dilakukan upaya untuk meningkatkan 

intensitas pelatihan aparatur dengan beragam 

ilmu pengetahuan baru serta menjaga 

komunikasi yang baik dengan masyarakat. 

6. Dilakukan upaya lebih meningkatkan saran 

maupun prasarana pelayananya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
BUKU 

 

Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik 

Konsep 

Dimensi Indikator Dan Implementasinya. 

Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 

Ibrahim, Amin. (2008). Teori dan Konsep 

Pelayanan Publik serta Implementasinya, 

Bandung: Mandar Maju. 

Kristiadi, J. (1998). Pemberdayaan Birokrasi 

Dalam Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 

Pustaka Harapan. 

Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan 

Publik. Yogyakarta: Pembaruan. 

Moleong, Lexy J. (2011), Metodologi Penelitian 

Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosadakarya. 

Moenir, H.A.S. (2014). Manajemen Pelayanan Umum 

Di Indonesia, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Nurmandi, Achmad. (2010). Manajemen Pelayanan 

Publik. Yogyakarta: Sinergi Visi Utama. 

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2007). Manajemen 

Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Saleh, Akh Muwafik. (2010). Public Service 

Communication Praktik Komunikasi dalam 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 2,  Mei-Agustus 2015 

 

21 
 

Pelayanan Publik, Malang: UMM Press. 

Sinambela, Lijan Poltak dkk. (2014). Reformasi 

Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

Singarimbun. (2012). Masri, Sofyan Efendi. Metode 

Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif 

Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta. 

Sukarwo, Suparto Wijoyo dkk. (2006). Pelayanan 

Publik dari Dominasi ke Partisipasi. 

Surabaya: Forum Kajian Ambtenaar Propinsi 

Jawa Timur dan Airlangga University Press. 

Suryabrata, Sumadi. (2006). Metodologi Penelitian. 

Jakarta: PT. Grasindo Persada. 

Yunairi, Rusfi, Abdul Hakim, Adi Sumono. (2013). 

Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi 

Daerah. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. 

 

JURNAL 

 

Utomo, Sad Dian. (2011). Penanganan Pengaduan 

Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. 

Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 

15 No.3 

Azizzadeh, Fariba. Karam Khalili, Iraj Soltani. (2013). 

Service Quality Measurement in the Public 

Sector Ilam Province Post Office Case 

Studies. Vol.2 No. 1, 114. 

Naik, C.N. Krishna & Sri Krishna Devaraya. (2010). 

Service Quality (Servqual) and its Effect on 

Customer Satisfaction in Retailing. Institute of 

Management Sri Krishna Devaraya 

University. European Journal of Social 

Sciences. Vol. 16, No. 2. 

Saghier, Niveen El & Demyana Nathan.  (2013). 

Service Quality Dimensions and Customers 

Satisfactions of Banks in Egypt.  Proceedings 

of 20th International Business Research 

Conference. 

 

SKRIPSI 

 

Ardyani, Nabila. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan Perijinan Di Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Sidoarjo. Skripsi. Universitas Airlangga, 

2012. 

 

Abrianto, Hendriawan. Pelayanan Perizinan Pada unit 

Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan 

Terpadu (Studi Deskriptif tentang Faktor 

Struktur Organisasi, Kemampuan Aparat dan 

Sistem Pelayanan yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan di UPT P2T Provinsi Jawa 

Timur). Skripsi. Universitas Airlangga, 2013. 

 

 

WEBSITE 

 

http://www.anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/b 

b-14.-struktur-dan-desain.pdfdiakses pada 

tanggal 30 April 2015 

http://badandiklat.jatengprov.go.id/index.php?p=wi& 

=dt&id=59 diakses pada tanggal 30 April 

2015 

http://bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajeme 

_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_Pelayanan 

Publik.pdf diakses pada tanggal 27 April 2015 

http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kpp-dan-ori

 nilai-layanan-publik-di-jatim-masih-buruk 

diakses pada tanggal 20 April 2015 

http://www.dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=29 

diakses pada tanggal 9 November 2014 

http://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=8 

diakses pada tanggal 1 April 2015 

http://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=7 

diakses pada tanggal 1 April 2015   

http://www.dispendukcapil.surabaya.go.id/index.php 

diakses pada tanggal 27 Februari 2015 

http://iorg.merdeka.com/piala-dunia/tahun-2012-jatim 

masih-diwarnai-penyalahgunaan 

wewenang.html 

http://www.jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id 

172/t/undangundang+nomor+14+tahun++20 

8+tanggal+30+april+2008 diakses pada 

tanggal 11 Januari 2015 

http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280009/Keluh 

n-Terhadap-Pelayanan-Publik.-Surabaya 

%E2%80%9CJuara%E2%80%9D 

http://kbbi.web.id/kualitas diakses pada tanggal 11 

Januari 2015 

http://www.laraspostonline.com/2014/01/di-jawa 

timur-kasus-tanah-dominasi.html diakses pada 

tanggal 10 Januari 2015. 

http://mediacenter.malangkota.go.id/profil/jaringan 

media-center diakses pada tanggal 10 Februari 

2015 

http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/299/Pe 

layanan-Buruk-Pemerintah 

Daerah/2014/12/19 Diakses pada tanggal 10 

April 2015 

http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2493-sapa 

warga-kota-surabaya-melalui-media-center 

diakses pada tanggal 9 November 2014 

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2300-top-99 

inovasi-pelayanan-publik-di-indonesia diakses 

pada tanggal 10 November 2014 

http://www.news.detik.com/read/2012/12/19/112836/\ 

122211/466/2/2012-keluhan-pelayanan 

publik-di-surabaya-tertinggi-di-Jawa Timur 

diakses pada tanggal 8 November 2014 

 

http://www.news.detik.com/Surabaya/read/2014/07/19 

172847/2642205/475/14-skpd-kota-Surabaya 

raih-predikat-kepatuhan-dari-ombudsman-ri 

diakses pada tanggal 7 November 2014 

http://ocw.usu.ac.id/course/download/1270000054 

http://www.anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/bb-14.-struktur-dan-desain.pdf
http://www.anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/05/bb-14.-struktur-dan-desain.pdf
http://badandiklat.jatengprov.go.id/index.php?p=wi&=dt&id=59
http://badandiklat.jatengprov.go.id/index.php?p=wi&=dt&id=59
http://bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajeme_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_PelayananPublik.pdf
http://bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajeme_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_PelayananPublik.pdf
http://bappenas.go.id/files/4013/7637/9049/Manajeme_Pengaduan_Masyarakat_Dalam_PelayananPublik.pdf
http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kpp-dan-ori-nilai-layanan-publik-di-jatim-masih-buruk
http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kpp-dan-ori-nilai-layanan-publik-di-jatim-masih-buruk
http://www.dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=29
http://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=8
http://dinkominfo.surabaya.go.id/dki.php?hal=7
http://www.dispendukcapil.surabaya.go.id/index.php
http://iorg.merdeka.com/piala-dunia/tahun-2012-jatimmasih-diwarnai-penyalahgunaanwewenang.html
http://iorg.merdeka.com/piala-dunia/tahun-2012-jatimmasih-diwarnai-penyalahgunaanwewenang.html
http://iorg.merdeka.com/piala-dunia/tahun-2012-jatimmasih-diwarnai-penyalahgunaanwewenang.html
http://www.jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id
http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280009/Keluhn-Terhadap-Pelayanan-Publik.-Surabaya%E2%80%9CJuara%E2%80%9D
http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280009/Keluhn-Terhadap-Pelayanan-Publik.-Surabaya%E2%80%9CJuara%E2%80%9D
http://www.jpnn.com/read/2015/01/08/280009/Keluhn-Terhadap-Pelayanan-Publik.-Surabaya%E2%80%9CJuara%E2%80%9D
http://kbbi.web.id/kualitas
http://www.laraspostonline.com/2014/01/di-jawatimur-kasus-tanah-dominasi.html
http://www.laraspostonline.com/2014/01/di-jawatimur-kasus-tanah-dominasi.html
http://mediacenter.malangkota.go.id/profil/jaringanmedia-center
http://mediacenter.malangkota.go.id/profil/jaringanmedia-center
http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/299/Pelayanan-Buruk-PemerintahDaerah/2014/12/19
http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/299/Pelayanan-Buruk-PemerintahDaerah/2014/12/19
http://www.mediaindonesia.com/editorial/view/299/Pelayanan-Buruk-PemerintahDaerah/2014/12/19
http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2493-sapawarga-kota-surabaya-melalui-media-center
http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/2493-sapawarga-kota-surabaya-melalui-media-center
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2300-top-99inovasi-pelayanan-publik-di-indonesia
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2300-top-99inovasi-pelayanan-publik-di-indonesia
http://www.news.detik.com/read/2012/12/19/112836/122211/466/2/2012-keluhan-pelayananpublik-di-surabaya-tertinggi-di-Jawa%20Timur
http://www.news.detik.com/read/2012/12/19/112836/122211/466/2/2012-keluhan-pelayananpublik-di-surabaya-tertinggi-di-Jawa%20Timur
http://www.news.detik.com/read/2012/12/19/112836/122211/466/2/2012-keluhan-pelayananpublik-di-surabaya-tertinggi-di-Jawa%20Timur
http://www.news.detik.com/Surabaya/read/2014/07/19
http://ocw.usu.ac.id/course/download/1270000054penyusunan-skala%20psikologi/psp_162_slide_pegukuran_sikap.pdf


Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 2,  Mei-Agustus 2015 

 

22 
 

penyusunan-skala 

psikologi/psp_162_slide_pegukuran_sikap.pdf 

diakses pada tanggal 30 April 2015 

http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?opti 

n=com_content&task=view&id=4073&Itemi 

=1 Diakses tanggal 27 April 2015 

http://www.republika.co.id/berita/koran/bincang 

bisnis/14/12/16/ngny4a19-danang 

girindrawardana-ketua-ombudsman-ri 

pelayanan-publik-belum 

membanggakan Diakses tanggal 10 April 

2015 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456 

89/1733/BAB%20II%20Skripsi%20%28Fix 

d%29.pdf?sequence=2diakses pada tanggal 30 

April 2015 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31419 

4/Chapter%20II.pdfdiakses pada tanggal 30 

April 2015 

http://sida.lan.go.id/sida/attachment/bahan%20ajar%2 

koordinasi%20dan%20kolaborasi-pim4.pdf 

diakses pada tanggal 30 April 2015 

http://www.surabaya.go.id/berita/detail.php?id=31563 

diakses pada tanggal 9 November 2014 

http://www.surabaya.go.id/pdf/rpjp/BAB%20VI%20 

kaidah%20Pelaksanaan.pdf diakses tanggal 10 

Januari 2015 

http://www.surabaya.go.id/berita/detail.php?id=37862 

diakses pada tanggal 28 Januari 2015 

http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=21 

diakses pada tanggal 14 Februari 2015 

http://www.surabayanews.co.id/2014/09/24/4293/259 

laporan-surabaya-jadi-kota-terbesar-tingkat 

laporan-keluhan-pelayanan-publik.html 

diakses pada tanggal 9 November 2014 

http://www.surabaya.tribunnews.com/2013/12/17/lay 

nan-publik-jelek-keluhan-masyarakat 

meningkat diakses pada tanggal 8 November 

2014 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof 

%20Dr.%20Achmad%20Dardiri,%20M.Hum 

/handout%20 

%20ILMU%20PENDIDIKAN.pdf diakses 

pada tanggal 30 Apil 2015 

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/0585250 

8/Surabaya-Raih-FutureGov-Awards-Asia 

Pacific-2013 diakses pada tanggal 10 

November 2014 

http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/wali 

kota-Surabaya-tri-rismaharini-peroleh 

penghargaan-good-governance diakses pada 

tanggal 7 November 2014 

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/09/Sura 

baya-akan-jadi-model-e-goverment-nasional 

diakses pa da tanggal 8 November 2014 

 

http://www.yappika.or.id/index.php?option=com_con 

ent&task=view&id=333&Itemid=1 diakses 

tanggal 27 April 2015 

 

DOKUMENTASI 

 

Buku Kelompok Informasi Masyarakat. 2011. 

Dokumentasi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Surabaya.  

Pedoman Umum Media Center. 2013. Jakarta: 

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.  

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

 

KEPUTUSAN MENTERI 

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 

Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam Penyelengaraan 

Pelayanan Publik 

 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 

 

Keputusan Walikota Surabaya 

 No.188.45/54/436.1.2/2013 Tentang Tim 

Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 

 

 

http://ocw.usu.ac.id/course/download/1270000054penyusunan-skala%20psikologi/psp_162_slide_pegukuran_sikap.pdf
http://ocw.usu.ac.id/course/download/1270000054penyusunan-skala%20psikologi/psp_162_slide_pegukuran_sikap.pdf
http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?optin=com_content&task=view&id=4073&Itemi=1
http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?optin=com_content&task=view&id=4073&Itemi=1
http://www.probolinggokab.go.id/site/index.php?optin=com_content&task=view&id=4073&Itemi=1
http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembanggakan
http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembanggakan
http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembanggakan
http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembanggakan
http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembanggakan
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345689/1733/BAB%20II%20Skripsi%20%28Fixd%29.pdf?sequence=2
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345689/1733/BAB%20II%20Skripsi%20%28Fixd%29.pdf?sequence=2
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345689/1733/BAB%20II%20Skripsi%20%28Fixd%29.pdf?sequence=2
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/314194/Chapter%20II.pdf
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/314194/Chapter%20II.pdf
http://sida.lan.go.id/sida/attachment/bahan%20ajar%252%0dkoordinasi%20dan%20kolaborasi-pim4.pdf
http://sida.lan.go.id/sida/attachment/bahan%20ajar%252%0dkoordinasi%20dan%20kolaborasi-pim4.pdf
http://www.surabaya.go.id/berita/detail.php?id=31563
http://www.surabaya.go.id/pdf/rpjp/BAB%20VI%20kaidah%20Pelaksanaan.pdf
http://www.surabaya.go.id/pdf/rpjp/BAB%20VI%20kaidah%20Pelaksanaan.pdf
http://www.surabaya.go.id/berita/detail.php?id=37862
http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=21
http://www.surabayanews.co.id/2014/09/24/4293/259laporan-surabaya-jadi-kota-terbesar-tingkatlaporan-keluhan-pelayanan-publik.html
http://www.surabayanews.co.id/2014/09/24/4293/259laporan-surabaya-jadi-kota-terbesar-tingkatlaporan-keluhan-pelayanan-publik.html
http://www.surabayanews.co.id/2014/09/24/4293/259laporan-surabaya-jadi-kota-terbesar-tingkatlaporan-keluhan-pelayanan-publik.html
http://www.surabaya.tribunnews.com/2013/12/17/laynan-publik-jelek-keluhan-masyarakatmeningkat
http://www.surabaya.tribunnews.com/2013/12/17/laynan-publik-jelek-keluhan-masyarakatmeningkat
http://www.surabaya.tribunnews.com/2013/12/17/laynan-publik-jelek-keluhan-masyarakatmeningkat
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof%20Dr.%20Achmad%20Dardiri,%20M.Hum/handout%20%20ILMU%20PENDIDIKAN.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof%20Dr.%20Achmad%20Dardiri,%20M.Hum/handout%20%20ILMU%20PENDIDIKAN.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof%20Dr.%20Achmad%20Dardiri,%20M.Hum/handout%20%20ILMU%20PENDIDIKAN.pdf
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Prof%20Dr.%20Achmad%20Dardiri,%20M.Hum/handout%20%20ILMU%20PENDIDIKAN.pdf
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/05852508/Surabaya-Raih-FutureGov-Awards-AsiaPacific-2013
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/05852508/Surabaya-Raih-FutureGov-Awards-AsiaPacific-2013
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/05852508/Surabaya-Raih-FutureGov-Awards-AsiaPacific-2013
http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/11/wali
http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/09/Surabaya-akan-jadi-model-e-goverment-nasional
http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/09/Surabaya-akan-jadi-model-e-goverment-nasional
http://www.yappika.or.id/index.php?option=com_conent&task=view&id=333&Itemid=1
http://www.yappika.or.id/index.php?option=com_conent&task=view&id=333&Itemid=1

